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Pada akhir Juni 2022 lalu, BPKH
kembah mendapatkan opini wajar fanpa
pengecualian  (WTP) untuk laporan
keuangan tabun 2021 dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah
kali keempat BPKH mendapatkan opini
WTP secara berturut-turut. Hal ini
menjadi bulkii kuat bahwa pengelolaan |
keuangan haji telah berada pada jalur
yang tepat, dan telah memenuhi unsur
transparansi  dan gkuntabilitas yang
sangat diperiukan dalam meyskinkan
publik bahwa dana haji telah dikelola

dengan amanah dan penuh tanggung '

jawab.

| ada, datamenunjukkan bahwa saldo dana

- mencapai angka 28,74 persen, turun dari

‘ nmkdanangknGS?’"perseupadaiahun ‘

tahun 2020 menjadi Rp 158,79 wiliun
pada tahun 2021. Kenaikan ini melebihi

target yang ditetapkan sebetumnya,
yaitu sebesar Rp 155,92 triliun, sehingga

realisasi yang ada pada dasamya

_mencapai angka 101,84 persen dari
target yang telah dlte(apkan Hal ini juga
, bemnbaspadakenmkanmtalasetBPKH‘

gmencapa;anzka 10,17 persen pada

tabun 2021 Data ‘menunjukkan bahwa

total aset BPKH berada pada angka

Rp 160,60 triliun pada tahun 2021, naik

; vdan Rp 145,77 tritiun pada tahun 2020.

~ Dari sisi pencmpatan dan \nvcsms;
dana haji, BPKH juga mampu

meningkatkan proporsi investasi pada -
- ,mstmmen-mstmmen

kamngansyarmhyangmembenmmm'

ckonomi  dan

lebih baik. Pada tahun 2021, proporsi
~ penempatan dzma di perbankan syariah

‘Sedangkan proporsi investasi pada tabun

angka 31,28 persen pada tahun ?020

2021 mencapai angka 71,26 persen,

penempamndéﬁa pada

haji mengalami peningkatan sebesar
9,58 persen, dari Rp 144,91 wiliun pada

yang didapat BPKH. Berdasarkan
laporan keuangan yang disampaikan

 Jika melihat kinerja keuangan yang"?

pini WIP 1 Ka}t ; erturut turttt. Kepala
menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keangan BPKH Tahim 2021 dari Kefua
BPK sekzzbgux Plt Anggota ViPimpinan Pemeriksaon Keumigan Negara VBPK Jsma Yatun.

dan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu

- persen, dan memperbesar porsi investasi
hingga melebibi angka 70 persen. .

~ Kebijakan BPKH untuk menaikkan
proporsi investasi = ini )
pilihan yang sangat baik dan strategis.

Kenaikan proporsi investasi ini tentu

berdampak pada perolehan nilai manfaat

BPKH, tercatat perolehan nilai manfaat
gx:iolaan keuangm haji pada tahun

, 0"1 mencapai angka Rp 10,50 triliun,

naik 41,32 persen dari tahun sebelmnnya

yang mencapai angka Rp 7.43 triliun.
Kenaikan nifai manfaat ini bersumber

 dari nilai manfaat pada penempatan dana
hap sebesar Rp 1,85 triliun dan nilai
- manfaat investasi sebesar Rp 8,14 triliun,

vya berasal dari sumber-sumber

 fainnya yang mencapai angka Rp 500

nilai manfaat ini melebibi dari target

ion. [mbasnya, besaran nilai manfaat

' penmgkaian sebesar’ 25 persen, dari

merupakan

- Pada tahun 2021, rasio hkmdﬁas wajib

. Rp 2 wiliun pada tahun 2020 menjadx Rp}

7Smhunpadamlmn2021 .

Adapun dari sisi rasio keuangan
BPKH juga berhasil menjaga rasio
Iikuiditas wajib, dimana sesuai peraturan:

- perundang-undangan. BPKH  wajib

menjaga likuiditas ini senilai dua kali
biaya penyelenggaraan ibadah haji.

ini dapat dijaga di level 2.97 kali biaya

- penyelenggaraan ibadah haji. Sehun itu,

rasio solvabilitas dapat dijaga pada level
di bawah 100 persen. Raso solvabilitas
BPKH pada tahun 2021 mencapax angka
88,86 persen. ‘

Nilai rasio likuiditas v.dpb dan
rasio solvabilitas ini pada dasamya
menunjukkan tingkat keamanan dana
haji. Schingga, dapat disimpulkan bahwa
dana aji yang dikelola olch BPKH
sesungguhnya berada dalam kondisi

: _ yang aman. Hal ini dapat mcnjadx
yang ditetapkan, yait sebesar Rp 9,25

jawaban afas keragu—raguan publik
terhadap keamanan dana haji yang telab

bxaya opemsmnai BPKH mesk 'data"
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mcnnn;ukkan
beban operasional dari Rp 159,38 miliar
pada 2020 menjadi Rp 234,01 miliar
pada 2021, namon pilai CIR (Cost
fo Income Rativynya tetap berada di
bawah ambang batas 5 persen, yaitu
sebesar 2,23 persen. Ini menunjukkan
kemampuan pengelolaan keuangan haji
yang sangat efisien,

Selain mengelola dana tunggu haji
yang bersumber dari para calon jemaah
haji, BPKH juga mengelola Dana Abadi
Umat (DAU). Jumlah DAU ini juga
meningkat dari Rp 3,68 triliun pada
tahun 2020 menjadi Rp 3,74 triliun pada
tahun 2021. Adapun pendapatan nilai
manfaal dari DAU ini juga naik, dari

Rp 229,22 miliar pada 2020 menjadi

Rp 237,62 miliar pada 2021. Kenaikan ini
berdampak pada program kemaslahatan

yang dilakukan BPKH, dimana alokasi

dana program kemaslahatan ini juga
meningkat dari Rp 131,64 miliar pada
2020 menjadi Rp 189,45 miliar pada
2021, atau naik 43,91 persen.

~ Namun demikian, jumiah pendaftar
baru calon jemaah haji mengalami
penurunan, dari 418 ribu orang pada
2020 menjadi 270,9 ribu orang pada
2021. Meski turun, namus skumulasi
total calon jemaah haji yang masuk dafiar
rmggn (waiting lisf) naik dari 4,99 juia
orang pada 2020 menjadi 5,21 juta orang
pada 2021. Tenta ini menjadi pekerjaan
rumah bersama seluroh negara-negara

Istam untuk bersama-sama mcmikirkan‘
-upaya memperpendek masa tunggau

ibadah hajt ini.
Selanjutnya, dari-  sisi makro,
pengelolaan dana haji ini  memiliki

sejumiah implikasi. Pertama, dana haji

vang diinvestasikan melalui instrumen

- SBSN/ sukuk negara, selain memberikan

nilai manfaat yang dapat digunakan

_untuk kepentingan jemaah haji, juga

dapat membantu  program-program
strategis pembangunan nasional. Dana

adanya peningkatan :

. perekonomian,

haji  dapat membantu mempérbesar
ruang  fiskal yang diperlukan untuk
wmembangun bangsa ini. Diharapkan hal
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ini berdampak positif pada penguatan

pertumbuhan ekonomi nasional.

- Kedua, dari perspekiif pembangunan
ekosistem ekonomi syariah, pengelolaan
dana haji ini dapat berperan dalam
mendorong pengembangan sisi supply
Keberadaan  Bank
Muamalat yang saat ini berada di bawah
kepemilikan BPKH scbagai Pemegang
Saham Pengendali (PSP), harus dapat
dimanfaatkan  dengan baik untuk

memperkuat ekosistem pengelolaan haji

dan umrah yang terintegrasi dari hulu
ke hilir, sehingga dapat memberikan
multiplier  effeci yang  signifikan
terhadap kondisi perekonomian, Dengan
demikian, kontribusi dana haji tethadap
pembangunan ckonomi syarigh bisa
semakin besar,

Ketiga, penyaluran nilai manfaat
DAU dalam program-program
kemaslabatan dapat menjadi jalan untuk
membantu penguatan akses pendanasn
program-program  sosial
seperti pepingkatan kualitas lembaga
pendidikan, pesantren dan dakwah, serta
dapat juga membantu upava penurunan
angka kemiskinan. Tinggal desain

_program kemaslahatan ini perlu didorong

lebih variatif dan inovatif sehingga
ruang-ruang pemberdayaan masyarakat
bisa ditingkatkan. Program kemasiahatan
ini juga telah berkontribusi dalam upaya

mereduksi dampak pandemi covid-19 di
tahun 2021. :

Dengan kéndm di atas, m&im dapat
disimpulkan babwa kinerja keuangan

BPKH sangat baik, tansparan dan

akuntabel. Ini menjadi bekal yang sangat
baik dalam menjaga dan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap BPKH.

_Semoga kualitas pengelolaan dana haji

ini bisa terus dijaga dan dmng,hatkan ke
depannya. Watlaahu a’lam.

keumatan,




